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ABSTRAK 

 

 

Nama : Aldias Fajria Triazarah 

Nim 202210110311307 

Judul : Problematika Klausul Domisili Hukum Akta Notariil Dengan 

Kewenagan Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Waris Islam 

(Ditinjau dari Anlisis Empiris Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Pbl) 

 

Pembimbing: 1.Fitria Esfandiari, S.H.,M.H 

2. Fariz Aldiano Phoa, S.H. 

 

 

Penelitian ini mengkaji problematika pencantuman klausul domisili hukum dalam 

akta notariil yang berbenturan dengan kewenangan absolut pengadilan dalam 

sengketa waris Islam. Permasalahan muncul ketika para pihak beragama Islam 

membuat Akta Perjanjian Pembagian Waris No. 2 Tahun 2016 yang mencantumkan 

klausul domisili memilih Pengadilan Negeri Probolinggo, padahal berdasarkan 

Pasal 49 huruf b UU No. 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama, sengketa waris 

Islam menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama. Penelitian yuridis empiris 

dengan pendekatan judicial case study ini bertujuan menganalisis proses 

penyelesaian perkara dan mengidentifikasi faktor penghambat dalam penentuan 

kewenangan absolut. Data dikumpulkan melalui studi kepustakaan, dokumentasi, 

wawancara, dan observasi langsung. Hasil penelitian dalam perkara No. 

28/Pdt.G/2024/PN Pbl dalam gugatan perbuatan melawan hukum namun objek 

sengketanya adalah waris islam menunjukkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri 

Probolinggo mengabulkan eksepsi kompetensi absolut dan menyatakan tidak 

berwenang mengadili perkara tersebut. Faktor penghambat yang teridentifikasi 

meliputi: keterbatasan pemahaman notaris tentang kewenangan absolut pengadilan, 

minimnya sistem pendidikan berkelanjutan terstruktur, ketidaktahuan masyarakat 

tentang sistem hukum, dan kesalahan interpretasi asas kebebasan berkontrak. 

Penelitian menyimpulkan bahwa klausul domisili tidak dapat mengesampingkan 

kewenangan absolut karena bersifat ius cogens (hukum memaksa). Diperlukan 

penguatan kapasitas notaris, sosialisasi kepada masyarakat, dan penegasan regulasi 

mengenai tanggung jawab notaris dalam memberikan penjelasan hukum yang tepat. 

 

Kata Kunci: Klausul Domisili, Kewenangan Absolut, Akta Notariil, Sengketa 

Waris Islam, Pengadilan Agama 
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ABSTRACT 

 

Name : Aldias Fajria Triazarah 

Nim 202210110311307 

Title : Problematika Klausul Domisili Hukum Akta Notariil Dengan 

Kewenagan Pengadilan Negeri Dalam Sengketa Waris Islam 

(Ditinjau dari Anlisis Empiris Putusan No. 28/Pdt.G/2024/PN Pbl) 

 

Pembimbing: 1. Fitria Esfandiari, S.H.,M.H 

2. Fariz Aldiano Phoa, S.H. 

 

This study examines the issue of including a legal domicile clause in notarial deeds 

that conflicts with the absolute authority of the court in Islamic inheritance 

disputes. The problem arises when Muslim parties draw up Inheritance Distribution 

Agreement Deed No. 2 of 2016, which includes a clause choosing the Probolinggo 

District Court as the place of jurisdiction, even though based on Article 49 letter b 

of Law No. 3 of 2006 concerning Religious Courts, Islamic inheritance disputes fall 

under the absolute jurisdiction of the Religious Court. This empirical juridical 

research using a judicial case study approach aims to analyze the case resolution 

process and identify obstacles in determining absolute jurisdiction. Data was 

collected through literature study, documentation, interviews, and direct 

observation. The results of the study in case No. 28/Pdt.G/2024/PN Pbl in a lawsuit 

for unlawful acts but where the object of the dispute was Islamic inheritance showed 

that the Probolinggo District Court Judges granted the absolute competence 

exception and declared that they did not have the authority to adjudicate the case. 

The obstacles identified include: notaries' limited understanding of the absolute 

jurisdiction of courts, the lack of a structured continuing education system, public 

ignorance of the legal system, and misinterpretation of the principle of freedom of 

contract. The study concludes that domicile clauses cannot override absolute 

jurisdiction because they are ius cogens (mandatory law). There is a need to 

strengthen the capacity of notaries, raise public awareness, and reinforce 

regulations regarding the responsibility of notaries to provide accurate legal 

explanations. 

Keywords: Domicile Clause, Absolute Jurisdiction, Notarial Deed, Islamic 

Inheritance Disputes, Religious Court 
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